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PERATURAN DAERAN KOTA MIETRO
NOMOR 05 ' TAHUN 2001

TENTANG )

PERUBAHAN ANGIARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingal

as
pi

L.

0.

TATTUN ANGOARAN 2061

DENCGAN RAHIMAT TUNAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MICTRO,

bahwa dengan adanya Penambahan dan atau Pengurangan  Anggaran
Pendapaian dan Belanja Dacrah vang ditctapkan dengan Peraturan Dacrah
Nomer 02 Tahun 2001 tentang Anpoaran Pendapatan dan Belanja Daetah,
maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Dacrah;

baliw.: 'orubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah di maksud pada
hurnd o nerlu ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 icntang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan I.embaran Negara
\’omm 3312) 'scbagaimana diubah dengan Undang-yndang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 nomor 062, Tambahan
T.embaran Negara Nomor 3369); '

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Dacraih (I embaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) schagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
34 Tahos 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahau
Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang, Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolchan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Iembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
I.embaran Negara Nomor 3688);

Undang-nndang, Nomor 12 Tahun 1999 icntang Pembentukan Kabupaten
Pati 11 Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya
DBati 11 Moo (Dembaran Negara Tahun 1999 Nowwoir 46, Tambahan
Lembaran Negara Noinor 3825);

Undanemdang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemecerintahan Dacrah
(Lembaran Negara tebun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Eyed

Nomor 4339,

Undano-ondang, Nomor 25 Tahun 1999-catang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Dmmh (Tembaran Neeara Tahun 1999
Nomoi 72, Tambaban Lembarin Nepara Nomor 3848).

Peratura: Demerintah Nomor 5 Tafun 1975 tentang  Pengurusan.
Pertancvingjawaban dan Pengawasan heuangan Dacrah (1 embaran Negara
Tahuny 1275 Nomor 5);
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Poraturan Pemerintali Nomor 6 Tahun 1975 tentapg Cara Penyusunan
Anggaran  Pendapatan dan DBelanja Dacraly, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Dacrah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah (1embaran Nogara Tahun 1975 Nomor 6);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 lentang Pajak Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan J.embaran Negara
Nomor 3091);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tabun 1997 tentang Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan [embaran Negara
Momor 3692):

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Dermotor ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56. Tambahan
[embaran Negara Nomor 3693);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil

Penerituasn PBD antara Pusat dan Dacrab (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 36y

Kepuiusan Presiden Nomor <4 Tahun 1999 {enlang Tehnik Penyusunan
Peraturan Perundane-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancanpaen Poraturan Pemerinlah dan Rancangan Keputusan Presiden:

s Peraturan Dacrali Kota Melre Nome: 82 Tahun 2001 tentang Anggaran

Pendapaian dan 13clania Dacrah Yabun Anggaran 2001:

5 Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 ientang Contoh-

contal Cara Penvusinan Anggaran Pendepatan dan Belanja Dacrah,
Polahaatnedt Pata Usaha Keuangan Dacrah dan Penyvusunan Perhitungan
Anesaian Pendapatan dan Belanja Dacraby;

Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan
Sumban:a Pihak Ketiga Fepada Dacral

Peraturar Menteri Dalam Negeri Noror 4 Tehun 1985 tentang Pengurusan
Pendaprnan Pacrah Hasit Pajak Bumi dan Bangunan;

Poraturan Menteri Datom Negeri Womor 2 Tahun 1994 tentang, Pelaksanaan
Angearan Pendapatan dan Belanja Dacrah scbagaimana telah diubah
dengan Pecaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996:

CPeraturan Menieri Dalam NMegeri Nemor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan

Perbondanaraan dan Tuntuton Ganli Roei Kevangan dan Barang Dacrah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
RBarang Pomerintah Dacrahe

. Keputuean Menteri Datam Negeri Nomor 570~ 360 Tanggal 28 Oktober

1981 ‘Lentang Program Pembinsan Angiaran Dacrah dan Pengendalian
Kredit Anpgaran:

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah-

Jangkah Portama Pensinkronisasian - Anggaran Pendapatan  dan  Belanja

Pidlen)

Dacrahi Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
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CReputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 903 1316 Tanggal 18
September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah scbagaimana telah diubah
denean Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tanggal 18
September 1988;

24, Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tanggal 11 April 1987

teiiang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

D

dan Belanja Dacrah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk
dant Susunan Anggaran Pendapatan Dacrah:

[eputusan Dowan Perwakilon Rakyat Dacrah Fota Ncetro  Nomor
F71. 707 DPRIDKM L999 (entang, Peraturan Tata Tertib Dowan Perwakilan
Rakyai Daceah Kota Mclro;

Surat Menteri Datam Negeri dain Otonomi Dacrab Nomor © 903/2735:8)
Tanggal 17 Nopember 2000, perthal Pedoman Umum Penyusunan dan
Pefaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2001

Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyvat Dacrah Mengenai
Petnnanasan Rancangan Peraturan Dacral fentang Perubaban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahiun Anggaran 2001,

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKIL AN RAKY AT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN ;

PERANTURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH TAHUN

i

ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Angearan 2001 semula berjumlah

Rp.

Ll

116.811.924.720.-  Bortambah sejumidah Rp. 13.603.777.835,79  schinoea menjadi
; ) N

Rp. 130.417.702.555.79

Anggaran Dclonja Dacrab Tahun Angearan 2001 semula berjumlah Rp. 116.811924.720.-

17

bertambah scjumlah Rp. 12.603.777.835,79 Dengan rincian scbagai berikut

d.

Belanja Rutin scbelum perubahan Rp.
Bertambah Ry
Belanja Rufin sctelah porubahan .

Belanja Pembangunan <ebetum
Perabahon ..o Rp.
Bertambah Rp.

76.005.636.720,-
4.350.2089833.79

S0.391 . 845.555.79

10.806.288.000, -

9.219.569.000,~

Selanja Pembangunan scielah
Perubahan ... Rp.

50.025.857.000,-,-
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Pasal 2

(1) Pelaksanaaan Perubahan Anggavan Pendapatan dan Belamia Dacrah dimaksud pada Pasat 1
diatas, schagaimana 1 ainpiran [ Peraturan Dacraly ing;
2} Rincian penambahan * pepowranean Aneearan pendapatan dimaksud pada Pasal 1 avat (1)
S l [ o7 e | - 4
diatas, schagaimana Lampiran H Peraturan Dacrah o,
(3) Rincian penambahan . pengurangan Anggaran Delanja Rutin dimaksud pada Pasal T avat (2
p diatas, scbagaimana | ampiran 11 Peraturan Dacrah i ‘
(4)  Rincian penambahan - senpurangan Anegaran Belanga Pembangunan dimaksud pada Pasal |
ayat (2) diatas, sebagainoma Lampiran 1\ Peraturan Dasrah ingg
Pasal 3
(2) Anggaran Pcndapainn Bagian  Umsan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran - 2001
. semula berjumlali Rp. 6.375.413.000,- bedwrang scjumlah Rp o 6.375.413.000.-
schingga  memjadt Rp. NIEHIL
(2) Rincian penambahan + pengaranean pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal int dimuat daiam
Lampiran V Peraturan Dacrah ol ‘
Pasal 4
(1) Anggaran Belanja Bocian Urusan Kas Perhitungan ‘Tabun Anggaran - 2001 semula
begjumlah Rp. 6.375.412.000.- borlwang, scjumlah Rp. 6.275.413.000,- Schingga  menjadi
Rp. NIHIL
(2) Rincian penambahan ; pongurangan bolanja dimaksiia pada avat (1) pasal ini masing-masing
dimuat dalasy Lampiton V1 Poratiran Dacrah i,
Pasal 5
. Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 2.3 dan Pasal 4 mervpakan Bagian yang tidak terpisabikon

dart Peraturan Dacral int.

Pasal 6

Peraturan Dacraly ini mulai hertaku pada Tanopal di undangkan,

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Dacrah ini

dengan Pencmpatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Melro.

Pisahkan di Metro
Pada Tanggal 16 Oktober 2001

pVALIKOTA MITTRO,

MOZES HERMAN



